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ABSTRAK

Untuk mengelola keuangan yang baik, maka diperlukan kinerja keuangan yang adil,
jujur, amanah, dan tranparasio. Kinerja keuangan memiliki peran penting di setiap
kegiatan untuk mengembangkan pembangunan yang ada di daerahnya. Penelitian ini
ditujukan untuk mengAnalisis perbandingan kinerja keuangan provinsi Daerah
istimewa Yogyakarta dengan provinsi Kepulauan Riau. Dengan menganalisis rasio-
rasio keuangan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio derajat
desentralisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
menggunakan pendekatan data panel dan diolah menggunakan SPSS 26. Menghitung
tingkat perbandingan kinerja, tingkat anggaran yang digunakan bersumber dari
anggaran yang telah direncanakan setiap tahun dalam periode 11 tahun berjalan.
sedangkan sumber data sekunder berupa laporan anggaran APBD dari tahun 2011-
2021. Dari Analisis ini diketahui kinerja keuangan provinsi DIY dan provinsi
Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel rasio
kemandirian memiliki perbedaan yang signifikan antara Provinsi DIY dan Kepulauan
Riau. Rasio efektivitas tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara Provinsi DIY
dan Kepulauan Riau. Rasio Efisiensi tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara
Provinsi DIY dan Kepulauan Riau. Rasio derajat desenralisasi memiliki perbedaan yang
signifikan antara Provinsi DIY dan Kepulauan Riau

Kata kunci: Laporan Anggaran Belanja dan Pengeluaran, Rasio Efektivitas, Rasio
Kemandirian, Rasio Efisiensi, dan rasio Desentralisasi

xiii



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melalui UUD Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan bahwa masing-
masing setiap pemerintahan daerahnya baik daerah provinsi, kabupaten, maupun kota
dapat mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri yang di mana harus
sesual dengan asas ckonomi. Otonomi daerah ini tujuan utamanya adalah
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di mana melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi
daerah ini, diharapkan bisa membuka jalan untuk pemerintah daerah dan bisa
mendorong efisiensi ekonomi, pelayanan publik sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga, dengan berlakunya otonomi daerah ini bisa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai spek terutama dari segi ekonomi.
Semakin mampu pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya
menjadi sumber pendapatan daerah ini menunjukkan keberhasilan otonomi daerah

tersebut.

Sejak tahun 90-an banyak negara-negara yang menata ulang kewenangan
dan peran di berbagai tingkat pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui otonomi
dan Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan yang erat dan bukan lagi sebuah
konsep baru melainkan sudah disahkan Pemerintah Pusat, UU Nomor 22 Tahun
1999 dan mulai direalisasikan sejak tahun 2000. Penggunaan kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
terciptanya poros jalannya pemerintahan seperti, mempercepat peningkatan kesra,
pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, peningkatan daya saing dan
mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dalam pencapaian tujuan otonomi
daerah.

Supaya otonomi daerah dapat berkembang, pemerintah daerah harus

memiliki aspek-aspek untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Ada beberapa



aspek dalam otonomi daerah, pertama, dalam upaya untuk mengembangkan
efektivitas dan kemampuan pemerintah daerah yang menduduki posisi sentral
adalah pengelolaan anggaran daerah dan keuangan daerah. Kedua, selain aspek
diatas pengembangan birokrasi yang sehat dan memiliki jiwa dan wawasan untuk
melakukan wirausaha harus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ketiga,
kewajiban dalam etika dan moral serta berbudaya yang baik antara pemerintah dan
masyarakat, antara pejabat pemerintahan dengan pihak-pihak yang bersangkutan
merupakan suatu prinsip yang harus dipatuhi dalam pemerintahan. Keempat,
selain pemerintah masyarakat juga harus ikut berpartisipasi supaya pemerintah
daerahnya dapat memberikan petunjuk atau informasi tentang apa yang
dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Pendapatan yang cukup juga menjadikan salah satu faktor pendukung
untuk daerah sehingga bisa terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintah secara
maksimal, dilihat dari UU tentang dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk
pemerintah daerah dan juga pembagian dana yang secara merata sesuai dengan
keselarasan kewenangan di antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah juga
menjadikan kinerja pemerintah jadi lebih baik. Adanya peraturan yang ditetapkan
tersebut maka potensi-potensi sumber pendapatan daerah ini perlu untuk
ditelusuri dan digali lebih dalam secara maksimal. Pendapatan asli daerah (PAD)
inilah salah satu unsur yang ada didalam APBD. Pendapatan Asli daerah (PAD)
adalah segala sesuatu pendapatan yang diperoleh dalam daerah tersebut dan
dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan disahkan (Abdul
Halim, 2001:96)

Pemerintah daerah juga dituntut oleh pemerintah pusat untuk lebih
mandiri dalam mengelola keuangan daerah yang dipimpinnya. Tuntutan ini sesuai
dalam (Undang-Undang No 34 Tahun 2004), “kemandirian keuangan daerah
menunjukkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam membiayai kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah
membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah” (Abdul
Halim, 2007:32)

Diketahui pada tahun 2019 menururt BPK menyebutkan bahwa ternyata

tata kelola keuangan pemerintah daerah sering mengalami pelanggaran hukum



terutama ini menjadi masalah yang sangat serius, berdasarkan hasil pemeriksaan
BPK sebanyak 280 pemerintah daerah data keuangan daerahnya perlu ditindak
lanjuti kembali oleh KPK karena diindikasikan adanya kasus korupsi tersebut.

Diketahui dengan kondisi tersebut menjadikan terhambatnya realisasi
pada laporan keuangannya sehingga diperlukan penindaklanjutan untuk melihat
laporan keuangan berdasarkan UU tahun 2019 No 12, dimana peraturan
pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah itu jadi hal dan kewajiban
daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, karena anggaran tersebut
masih diindikasikan adanya korupsi dimana korupsi tersebut akan menyebabkan
pelayanan publik akan semakin menurun sehingga kesejahteraan masyarakat pun
akan menururn.

Menurut Ombudsman, 2018 penilaian publik bagi masyarakat dapat
menilai pelayanan publik berdasarkan nilai kepatuhan. Dimana, untuk melihat
standar pelayanan, pengelolaan pengaduan saran prasarana fasilitasnya, penilaian
kepuasan masyarakat, visi dan misi, atribut dan rekognisi. Dimana, menururt
Ombusman ditahun 2018 terdapat provinsi yang memiliki nilai kepatuhan
tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Akan tetapi, Ombudsman mengatakan pada tahun 2021, Provinsi
Kepulauan Riau mengalami penurunan sudah tidak tertinggi dalam penilaian
pelayanan publik. Sedangkan DIY masih berada pada posisi yang sama. Sehingga
diperlukannya untuk melihat perbandingan yang awalnya Provinsi Kepulauan
Riau itu menjadi yang tertinggi sekarang mengalami penurunan. Lalu kita
bandingkan ada apa dikedua provinsi tersebut. Sehingga, untuk melihat pelayanan
publik kedua provinsi tersebut mengapa mengalami perbedaan kita perlu menguji

dengan kinerja keuangan daerahnya masing-masing.



Table 1.1 Kondisi Keuangan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2022

Pendapatan Realisasi APBD
Tahun
Anggaran Realisasi Belanja

2011 1.419.475.000.000 1.604.910.831.405 1.562.268.734.645
2012 1,935.447.000.000 2.171.734.307.663 2.053.825.959.467
2013 2.273.421.000.000 2.583.056.763.524 2.509.643.375.218
2014 3.100.198.000.000 3.139.871.880.417 2.981.068.320.421
2015 3.424.276.009.601 3.400.014.811.777 3.496.425.502.266
2016 3.921.068.617.127 3.899.192.985.313 3.847.962.965.846
2017 4.988.379.317.714 5.085.241.619.288 4.920.626.776.618
2018 5.182.969.634.011 5.443.179.144.512 5.296.403.530.714
2019 5.663.778.510.743 5.699.357.232.440 5.544.650.430.330
2020 6.130.178.110.468 5.611.510.924.299 5.433.180.699.355
2021 5.727.769.666.875 5.703.100.309.342 5.530.173.461.667

Sumber : DJPK Yogyakarta (data diolah)

Tabel 1.2 Kondisi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021

Pendapatan Realisasi
Tahun

Anggaran APBD Realisasi APBD Belanja
2011 1.745.016.000.000 1.876.879.092.829 1.947.593.447.663
2012 2.038.209.000.000 2.473.411.609.338 | 2.249.826.414.857
2013 2.273.421.000.000 2.843.717.931.680 | 2.715.832.508.855
2014 2.970.687.000.000 2.919.185.331.874 | 1.312.458.874.127
2015 3.226.955.273.330 2.514.517.750.888 | 2.604.403.546.727
2016 3.026.806.718.975 2.914.857.620.562 | 2.865.884.362.891
2017 3.201.558.825.099 3.252.237.500.365 | 3.272.498.783.538
2018 3.494.771.742.620 3.500.007.224.302 | 3.419.789.812.825
2019 3.629.564.170.992 3.939.451.004.378 | 3.653.938.156.214
2020 3.882.832.227.023 3.514.310.183.325 | 3.855.203.051.882
2021 3.701.942.728.300 3.809.875.862.443 | 3.703.816.067.350




Sumber : DJPK Provinsi Kepulauan Riau (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan keadaan keuangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau selama 11 tahun, dari tahun 2011 hingga
tahun 2021. Bisa dilihat secara menyeluruh realisasi anggaran dan pendapatan asli
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih baik dibandingkan Provinsi
Kepulauan Riau. Berarti APBD pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau
masih sangat bergantung pada pemerintahan pusat jika dibandingkan dengan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam
yang ada di Provinsi Kepulauan Riau harusnya mampu untuk menghasilkan
pendapatan daerah yang lebih baik lagi. Dilihat dari segi sektor perikanan atau hasil
laut harusnya memiliki kontribusi yang tingei untuk meningkatkan pendapatan asli
daerahnya. Akan tetapi, potensi alam tersebut masih belum direalisasikan secara
baik. Pada tahun 2020 potensi laut Kepulauan Riau pertahunnya bisa mencapai
1.1 juta ton. Akan tetapi, sektor laut ini hanya berkontribusi sebesar 10,92 % saja.
Keadaan ini cukup menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk bisa
mengoptimalkan sumber daya alam yang telah ada. Selain dari segi sektor kelautan.
Pajak kendaraan di wilayah Kepulauan Riau juga harus diperhatikan dengan lebih
baik. Masih banyak sekali kendaraan terutama roda dua yang diperjual belikan
secara ilegal sehingga pendapatan daerah dari segi pajak juga menjadi
permasalahan yang cukup serius. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan
yang kurang diperhatikan baik dari dalam pemerintah daerahnya maupun diluar
pemerintah daerahnya. Tetapi berdasarkan kategori Provinsi Kepulauan Riau
termasuk kedalam realisasi belanja daerah tertinggi tahun anggaran 2022. Secara
fakta yang peneliti rasakan langsung sebagai masyarakat daerah disana. Masih
banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kiranya masih kurang dirasakan baik
dari segi transportasi, jaringan, infrastruktur, jalan. Sisi gelap Kepulauan Riau yang

mungkin banyak orang luar belum mengetahuinya.

Berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun per
Oktober 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam lima besar

provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi. Sebesar 76,77%. Seperti halnya
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yang dirasakan secara langsung pernah tinggal dikedua provinsi tersebut. Banyak
sekali perbedaan. Baik dari segi pelayanan masyarakat, prasarana yang disediakan,

jaringan yang disediakan juga sangat baik.

Kebijakan anggaran merupakan generalisasi rencana kerja untuk
menetapkan rencana pembangunan dan kebijakan ini termasuk dalam bagian
operasional serta alokasi sumber daya, kebijakan ini diarahkan untuk menyusun
program dan kegiatan dalam urusan pengelolaan keuangan secara efektif dan
efisien. Kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat mempertanggung jawabkan
kepada publik, dan memiliki kewajiban untuk mengoptimalisasikan anggaran

secara efisien dan efektif agar kesejahteraan masyarakatnya terjaga.

Berdasarkan penjabaran penjelasan di atas, peneliti memilih judul
“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah antara
Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-
2021”

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah di atas, maka rumusan
masalah yang digunakan adalah:

1) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio
kemandirian

2) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio
efektivitas

3) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio
efisiensi

4) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio

derajat desentralisasi



1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1)

2)

3)

4)

Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio
kemandirian

Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio
efektivitas

Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio
efisiensi

Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio

derajat desentralisasi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah
kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatankan
kemandirian daerah

Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah
kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatankan
efektivitas kinerja pemerintah

Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah
kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatankan
efisiensi pendapatan daerah

Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah
kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatankan

pendapatan asli daerah memenuhi syarat otonomi daerah.



KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

BAB I1

2.1 Kajian Pustaka
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Keterangan Variabel dan Hasil Penelitian Objek dan Tahun
Metode Penelitian

Perbandingan Variabel: Rasio Hasil penelitian bahwa rasio Objek: Kabupaten
Kinerja Keuangan Kemandirian dan kemandirian maupun efektivitas dan Kota di
Kabupaten/kota di | Rasio Efektivitas tidak terdapat perbedaan antara Provinsi Aceh
Provinsi Aceh Metode Penelitian: kabupaten dan kota.
Author: M. Uiji beda t Tahun: 2014-2018

Zulkarnain, Yulina
Astuti, Krisniawati,
Mukkaramah
(2020).

Rasio Kemandirian tergolong
hasil yang rendah karena masih di
bawah 25%.

Perbandingan
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
antara Pemerintah
Kabupaten dan
Pemerintah Kota di
Pulau Sumatera.
Author: Rifdah
Qurratunnisa,
Ratna Septiyanti,
Usep Syaipudin,
dan Fitra Dharma.
(2022)

Variabel: Rasio
Kemandirian, Rasio
Efektivitas, Rasio
Efisiensi, Rasio
Aktivitas, dan Rasio
Derajat
Desentralisasi.

Metode Penelitian:
Uji beda t

Hasil penelitian bahwa rasio
kemandirian maupun efektivitas
tidak terdapat perbedaan antara
kabupaten dan kota.

Rasio Kemandirian tergolong
hasil yang rendah karena masih di
bawah 25%.

Objek: Kabupaten
dan Kota di Pulau
Sumatera

Tahun: 2014-2018

Perbandingan
Kinerja Keuangan
Kabupaten
Jayapura dan
kabupaten Keerom.
Author: Meity

Variabel: Rasio
Kemandirian, Rasio
Efektivitas, Rasio
Efisiensi,

Metode Penelitian:

Hasil penelitian bahwa tingkat
kemandirian Kabupaten Jayapura
lebih tinggi dibandingkan
Kabupaten Keerom

Nilai Efektivitas dan Efisiensi
Kabupaten Keerom lebih tinggi

Objek: Kabupaten
Jayapura dan
Kabupaten
Keerom

Tahun: 2015-2018

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
yang memperoleh
opini WTP dengan
Opini Non WTP.
Author: Kurnia
(2019

Efisiensi,

Metode Penelitian:
Uji beda t

perhitungan rasio keuangan baik
yang memperoleh WIP maupun
opini Non WTP.

Terdapat hubungan yang
signifikan dari rasio pertumbuhan
PAD terhadap Opini audit
Pemerintah Daerah

Luisa Helena Lado | Ujibedat dari Kabupaten Jayapura

(2022)

Anlisis Variabel:, Rasio Hasil penelitian bahwa tidak Objek: Sumatera
Perbandingan Efektivitas, Rasio terdapat perbedaan dalam Barat

Tahun: 2015-2017




Zulkarnain dkk., (2020) melakukan penelitian dengan melihat perbandingan
kinetja keuangan kabupaten/kota diprovinsi Aceh. Objek penelitian ini menggunakan
kinerja keuangan kabupaten dan kota yang ada diprovinsi Aceh. Variabel-variabel
kinerja keuangan yang dipakai berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Untuk
melihat perbandingan kinerja keuangan tersebut menggunakan Analisis uji beda. Hasil
yang didapatkan dari penelitian ini bahwa kinerja keuangan dilihat dari rasio
kemandirian secara menyeluruh masih tergolong sangat rendah dibawah 25%.
Sedangkan dari hasil uji t kinerja keuangan kabupaten maupun kota dilihat dari rasio
kemandirian tidak terdapat perbedaan. Penelitian ini menggunakan data tahun 2014-
2018

Kurnia, (2019) melakukan penelitian untuk melihat perbandingan kinerja
keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan pemerintah daerah
yang memperoleh opini non WTP. Menggunakan variabel opini audit dari LKPD dan
rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang diambil dari kinerja keuangan pemerintah
daerah Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera barat. Hasil dari penelitian ini adalah
opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah. Tidak terdapatnya perbedaan dalam perhitungan rasio keuangan pemerintah
daerah baik yang memperoleh opini WIP maupun Opini selain WTP. Terdapat
hubungan yang signifikan dari rasio pertumbuhan PAD terhadap opini audit
pemerintah daerah, di mana rasio pertumbuhan PAD menjadi bagian penting dalam
memperoleh opini Audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun
2015-2017.

Qurratunnisa dkk., (2022) melakukan penelitian dengan melihat perbandingan
kinerja keuangan pemerintah daerah antara pemerintah kabupaten dan pemerintah
kota. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh
kabupaten maupun kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan
adalah data tahun 2015-2019. Ada lima variabel yang digunakan yaitu, rasio
kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio derajat
desentralisasi fiskal. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian,

efisiensi, belanja operasional, belanja modal, dan derajat desentralisasi berdasarkan uji



hipotesis. Tingginya kontribusi PAD dan rendahnya ketergantungan pendapatan
transfer pada pemerintah kota dibandingkan dengan kabupaten.

Meity Luisa Helena ILado (2022) melakukan penelitian untuk melihat
perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom.
Menggunakan data kuantitatif data tersebut diperoleh dari laporan keuangan APBD
tahun 2015-2018. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan rasio kemandirian
Kabupaten Jayapura sebesar 5,35% rasio kemandirian Kabupaten Keerom sebesar
1,86%. Untuk rasio efektivitas Kabupaten Jayapura sebesar 65,78% Kabupaten
Keerom sebesar 52,33%. Efisiensi Kabupaten Jayapura sebesar 15,27% dan Keerom
sebesar 52,33%. nilai belanja Kabupaten Jayapura sebesar 68,76% dan Keerom sebesar
67,14%. yang terakhir dilihat dari perhitungan nilai DSCR Kabupaten Jayapura -
298,00% sedangkan DSCR Keerom sebesar -233,00%.

Anisa Litfia Wachidah, (2018) melakukan analisis perbandingan kinerja
keuangan Provinsi Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang
digunakan adalah data tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil rasio kemandirian Provinsi
Jawa tengah lebih tinggi dibandingkan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rasio efektivitas baik Provinsi Jawa tengah maupun Provinsi daerah Istimewa
Yogyakarta telah mencapai tingkat efektivitas yang baik. Rasio efisiensi kedua wilayah
tersebut sama-sama belum mencapai tingkat efisiensi yang baik. Dilihat dari segi
pertumbuhan. Kedua wilayah ini pun juga sama-sama belum mencapai tingkat
pertumbuhan yang baik.

Rheswari & Akbar, (2022) melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan
sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada pemerintahan daerah kabupaten gresik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif
digunakan untuk mengetahui rasio kinerja keuangan yang akan digunakan.
Menggunakan empat tahun laporan realisasi anggaran 2018 sampai 2021. Didapatkan
hasil rasio efektivitas tergolong sangat efektif, rasio kemandirian termasuk dalam pola
hubungan partisipatif, derajat desentralisasi dikategorikan cukup baik, rasio keserasioan
belanja sebesar 75% dan rasio efisiensi mengartikan bahwa kemampuan daerah sudah

cukup efisien.
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2.2 Landasan Teori
2.2.1 Teori Fiskal Federalism

Teort ini diperkenalkan oleh Oates, W.E, (1972), Teori Fiskal Fundamental ini
dalam ekonomi publik mengeksplorasi alokasi tanggung jawab fiskal antara berbagai
tingkat pemerintah. Teori ini menekankan bahwa pemerintah daerah harua
mengetahui segala informasi tentang preferensi dan kebutuhan lokal dibandingkan
dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, otoritas fiskal yang diberikan kepada
pemerintah daerah ini diharapkan bisa menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih
efisien dan efektif.

Teori Fiskal Federalism, dalam konteks keuangan daerah bagaimana sumber
daya seperti pendapatan asli daerah (PAD) bisa dikelola oleh pemerintah daerah
sesuia dengan potensi dan prioritas lokal. Selain itu, , teori ini juga menyoroti
pentingnya dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana
Alokasi Khusus (DAK), yang diharapkan mengisi kesenjangan antara potensi
pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

Selain itu, Teori Fiskal Federalism menekankan pentingnya mekanisme
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan
fiskal di tingkat daerah tidak bertentangan dengan kebijakan makroekonomi nasional.
Mekanisme ini melibatkan peran pemerintah pusat dalam memberikan insentif atau
sanksi kepada pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan fiskal yang sejalan
dengan tujuan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, Teori Fiskal Federalism memberikan kerangka pemikiran
untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan

cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, namun tetap sejalan dengan

tujuan dan kebijakan nasional.

2.2.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan ini dikemukakan oleh Jensen, M.C, (1976). teori keagenan ini
berupa hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (agenz) setuju untuk

bertindak dengan persetujuan lain (principal). teori keagenan ini menjelaskan tentang
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masyarakat sebagai principal, masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi

kinerja keuangan pemerintah daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan
wewenang terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus
mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain
pemerintah dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada sektor
publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran.
Pemerintah daerah menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan
kepada pemerintah pusat, setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah
menjalankan ~ kegiatan  berdasarkan  anggaran  tersebut  dan  harus
mempertanggungjawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain itu,
teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat.
Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa
pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pembayaran lainnya untuk dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini
sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk

pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, kata ini
diterjemahkan dari kata bahasa asing. Kinerja bisa disebut juga hasil kerja, sedangkan
dalam konteks pekerjaan, kinerja sama juga artinya dengan prestasi kerja. Pengertian
kinerja adalah penggambaran suatu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan,
program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi maupun visi suatu

kelompok.

Sedangkan dalam (Permendagri No 13 Tahun 2006) mendefinisikan kinerja
sebagai buah hasil dari kegiatan/peketjaan yang telah tercapai maupun yang belum
tercapai di mana hasil dari kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran

yang berkualitas dan kuantitas secara terukur.
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Kinerja menurut Indra Bastian, (2001:329) adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan/program untuk mewujudkan
visi, misi, tujuan maupun sasaran kelompok terutang dalam merumuskan skema
strategi dalam sebuah kelompok/organisasi. Secara luas kinetja juga diartikan sebagai

prestasi/pencapaian oleh organisasi dalam periode tertentu

Sedangkan menurut Abdul Halim, (2008:18-19) menjelaskan tentang
keuangan daerah. Bahwa keuangan daerah adalah hak maupun kewajiban dinilai dari
uang, segala bentuk yang mengatas namakan uang maupun barang sehingga bisa
dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh negara atau dimiliki oleh
kedudukan yang lebih tinggi dari daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Keuangan daerah ini berada dalam lingkup keuangan yang
dikelola khusus dan termasuk dalam kekayaan yang dipisahkan. Keuangan daerah
yang bisa dikelola langsung oleh daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan barang-barang investasi yang dimiliki daerah.

Landasan dasar pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berupa :

(1) Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, amanah, taat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, efektif, dan bertanggung
jawab berlandaskan dengan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi
masyarakat.

(2)  Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan sistem yang bermutu

dicapai dalam APBD disetiap tahunnya. Ditetapkan dalam peraturan daerah.

Supaya bisa mengetahui tugas pemerintah, pemerintah daerah harus memiliki
seperangkat kemampuan pembiayaan tertera dalam pasal 55 sumber pembiayaan

pemerintah. Sumber-sumber ini terdiri dari 3 komponen, yaitu:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalamnya terdapat beberapa komponen
pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah
dan pendapatan yang sah lainnya.

(2) Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat berupa pendapatan hasil

pajak bukan pajak, dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus.
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(3) Pendapatan daerah sah lainnya.

Kinerja keuangan merupakan pengukuran hasil pencapaian yang mengacu
pada keuangan. Analisis kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai pencapaian dari
periode lalu kemudian dianalisis dari analisis tersebut akan diperoleh kedudukan
keuangan untuk mewakili realitas entitas dan potensi/ pencapaian petiode yang akan
datang. Salah satu cara untuk mengAnalisis kinerja keuangan pemerintah daerah
adalah dengan melakukan Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah
ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan ini khususnya di sektor APBD
masih banyak yang belum melakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan
secara pasti mengenai nama dalam proses pengukurannya. Walaupun tidak adanya
kepastian dari Analisis pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, efektif, efisien
dan akuntabel menganalisis rasio keuangan terhadap APBD ini penting untuk

dilakukan.

Analisis rasio keuangan terhadap APBD ini nantinya akan diperoleh
perbandingan-perbandingan dari hasil yang telah tercapai di periode-periode
sebelumnya. Hasil dari Analisis inilah kita bisa mengetahui kekurangan atau
kecenderungan yang terjadi. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk
membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah lainnya terhadap rasio keuangan
daerah lainnya. dalam (PP No. 108 Tahun 2000) pihak-pihak yang berkepentingan
dengan rasio keuangan pada APBD adalah:

(1)  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), badan yang memberikan otoritas
kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah

(2)  Badan Eksekutif, merupakan badan yang menyelenggarakan pemerintah
untuk menerima otoritas pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti
gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan unit pemerintah lainnya;

(3) BPK (Badan Pengawas Keuangan), badan yang melakukan pengawasan atas
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang
termasuk dalam BPK ini adalah Inspektorat Jenderal Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksaan Keuangan;
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(4)  Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau Organisasi pemerintah, lembaga
keuangan, dan pihak-pihak lainnya dari dalam negri maupun diluar negeri
yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah;

(5)  Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, yaitu pihak-pihak yang
menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai
lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain;

(6)  Masyarakat, kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kegiatan
pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau
yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah;

(7)  Pemerintah pusat, memerlukan setiap laporan keuangan pemerintah daerah
tersebut untuk dinilai kinerjanya serta tanggung jawab gubernur sebagai wakil

pemerintah.

Kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dalam keadaan baik
memiliki arti penting untuk menstrategi pemberdayaan pemerintah daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah sehingga terwujudnya desentralisasi yang luas dan
bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berdasarkan kinerja ini akan
berdampak pada meningkatnya kinerja anggaran daerah. Kinerja yang ditunjukkan

kemampuan dari hasil kerja yang telah dilaksanakan.

Pertimbangan dalam mengalokasikan dana di setiap unit kerja dalam
pemerintahan daerah dengan perencanaan kerja yang diperlukan untuk memperoleh
suatu tingkat dalam pelayanan publik, ini akan diselaraskan dengan tuntutan dan
kepentingan masyarakat. Sehingga unit kerja pelayanan publik tersebut akan
menghasilkan teknik dalam melayani publik, identifikasi input, dan tingkat kualitas
minimal. Alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan menghasilkan
ukuran kinerja yang memudahkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan
mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterbukaan
pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam membangun daerahnya akan lebih
baik sehingga masyarakat pun ikut serta masuk ke dalam penentuan strategis,

prioritas, kebijakan maupun pengalokasian dana.
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Metode dalam mengukur kinerja sektor publik merupakan metode yang
ditujukan untuk mempermudah manajer publik dalam menilai hasil strategi
menggunakan alat ukur non finansial maupun finansial. Metode ini menjadikan
kinerja sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja ini diperkuat
menggunakan kompensasi dan sanksi. Tujuan dari dilakukan pengukuran kinerja

adalah :

1)  Membantu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Supaya pemerintah dapat
memfokuskan sasaran program yang akan diterapkan yang di mana kinerja
pemerintahan ini akan berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas
organisasi sektor publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2)  Keputusan yang objektif dihasilkan dari pengalokasian sumber daya

3) Menciptakan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi suatu
kelompok.

2.2.3.1  Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat
dalam laporan keuangan ditujukan untuk memperoleh informasi di mana letak
keuangan pemerintahan serta menilai kinerja pemerintahan tersebut. Selain itu rasio
juga diartikan sebagai indikator yang menghubungkan dua angka akuntansi sehingga
menghasilkan dengan cara membagikan satu angka dengan angka lainya.

Pada dasarnya rasio keuangan banyak sekali jenisnya tergantung kepada
kebutuhan dan penggunaanya, begitu besar anggarannya juga dapat membedakan
setiap rasionya. Menurut Munawir (2004) Analisis rasio merupakan suatu metode
Analisis untuk mengetahui hubungan setiap indikator-indikator tertentu dalam neraca
atau laporan laba rugi secara mandiri maupun kelompok antara kedua laporan tersebut.

Analisis rasio ini berguna untuk membantu para Analis internet dalam
memanajemenkan, menilai mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Sehingga hasil tersebut
akan memperbaiki kekeliruan dan mencegah keadaan yang menyebabkan kesulitan
keuangan. Analisis rasio keuangan APBD ini dilaksanakan untuk melakukan
perbandingan hasil yang telah diperoleh dari suatu periode dengan periode
sebelumnya. Sehingga didapatkan bagaimana kecenderungan yang telah terjadi. Selain

itu, dapat juga diperoleh dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki
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pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lainnya. Manfaat dari
Analisis rasio keuangan (APBD) adalah : mengevaluasi kemandirian keuangan daerah
dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi
dalam merealisasikan pendapatan daerah; menghitung sejauh mana aktivitas pemda
dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; menilai kontribusi setiap sumber
pendapatan dalam pendapatan daerah.

Ada beberapa pihak yang memiliki kewenangan dengan rasio keuangan
daerah (APBD), pihak-pihak tersebut adalah :
1. DPRD sebagai perwakilan setiap daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif sebagai dasar dalam penyusunan APBD selanjutnya,
3. Pemerintah pusat maupun provinsi sebagai bahan pertimbangan untuk

membimbing pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki saham pemda dalam memberikan

pinjaman atau membeli obligasi.

Beberapa rasio yang akan dibandingkan dalam skripsi ini berdasarkan data keuangan

yang diperoleh dari APBD, yaitu :

2.2.3.1.1 Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah ini berguna untuk melihat kinerja dari
pemerintahan  daerah dalam membiayai secara mandiri program-program
pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian
keuangan daerah diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi PAD dengan

Bantuan Pemerintahan pusat, provinsi, dan pinjaman.

Rasio kemandirian ini memvisualkan ketergantungan peraturan daerah
kepada sumber bantuan eksternal. Semakin tingginya rasio kemandirian ini
menunjukkan rendahnya tingkat ketergantungan bantuan peraturan daerah terhadap
dana eksternal, maupun sebaliknya. Rasio kemandirian ini juga memvisualkan tingkat

partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerahnya.

2.2.3.1.2 Rasio Efektivitas
Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah rasio efektivitas ini digunakan

untuk mengukur kemampuan peraturan daerah dalam merealisasikan PAD yang
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direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ingin diperoleh. Semakin
tingginya rasio efektif makan kemampuan peraturan daerah dalam mengelola PADnya
semakin baik. Suatu kinerja akan dikatakan efektif apabila kinerja tersebut
memengaruhi sasaran yang telah ditetapkan.
2.2.3.1.3 Rasio Efisiensi

Supaya memperoleh hasil yang lebih baik maka pengukuran rasio efektivitas
perlu diitkuti dengan pengukuran rasio efisiensi yang diperoleh oleh peraturan daerah.
Rasio efisiensi ini mengukur atau membandingkan besarnya pengeluaran untuk
mendapatkan Pad dengan realisasi PAD yang diperoleh.

2.2.3.1.4  Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi ini dijadikan sebagai patokan untuk darah apakah daerah
tersebut sudah bertanggung jawab dalam mengurus otonomi pemerintahan daerah
tersebut. Semakin tingginya angka rasio desentralisasi suatu daerah maka semakin

tinggi pula tanggung jawab pemerintah daerahnya.
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dijelaskan dalam (Undang-Undang nomor 23
tahun 2004yang di mana keuangan daerah merupakan segala bentuk hak dan
Kewajiban suatu daerah yang akan dihargai apabila penggunaan keuangan daerah ini
bisa dijadikan investasi daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

daerah baik dalam bentuk barang maupun uang.

Selain undang-undang di atas, ada beberapa sumber hukum lainnya yang
menyebutkan tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu: UU Nomor 13 Tahun 2004
menjelaskan tentang keuangan daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan tentang
Perbendaharaan negara dan lain sebagainya. Peraturan ini bersangkutan dengan apa
yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-
hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam penatausahaan, perencanaan
keuangan serta penganggaran, dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang

dikelola.

Peraturan dalam undang-undang tersebut menjadikan tiga pilar kekuatan

dalam tata pengelolaan keuangan daerah yang di mana meliputi transparansi,
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akuntabilitas, serta partisipatif diharapkan dapat terjadi dengan baik dan sempurna.
Dalam pengelolaan keuangan daerah ini dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan daerah
seperti, kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah tersebut. Kepala daerah
merupakan pemegang kekuasaan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintahan daerah tersebut dalam kepemilikan kekayaan daerah.

Hak kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah ini bertujuan untuk melatih
dan meningkatkan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan
daerah. Selain itu, hak ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah

serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kita semua mengetahui bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah
merupakan keseluruhan kegiatan yang didalamnya terdapat perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah. Semua hak dan kewajiban daerah untuk
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah yang dinilai dengan segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah tersebut. Selain peraturan-peraturan
pemerintah yang sudah dijelaskan di atas tadi keuangan daerah juga diatur dalam
peraturan Menteri dan keuangan daerah termasuk dalam Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang di mana ditetapkan setiap tahunnya. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing daerah disinkronkan dan

dikelola secara sistematis.
2.2.4.1 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengawas Keuangan menyebutkan beberapa Dasar hukum, hal ini
berfungsi untuk ketentuan dalam mengelola keuangan daerah diwujudkan dalam

perencanaan kerja tahunan pemerintahan, di antaranya :

a.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang keuangan negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara);

c. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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f.
g.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Penilaian Kinerja
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.4.2 Cara Penetapan APBD

APBD merupakan dasar kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan

termasuk bagian dari dokumen negara. Faktanya, dalam pembuatan APBD adalah

bagian-bagian dari politik yang dimana pembuatan APBD ini mengaitkan unsur

legislatif dan eksekutif. Ada lima unsur pokok dalam pembuatan APBN atau APBD:

1.

Penetapan dalam penyusunan anggaran ini disusun kemungkinan dalam jangka
waktu menengah atau 3 sampai 5 tahun.

Setiap institusi atau jabatan memaparkan kebijakan kebijakan umum dan
keutamaan anggaran dimasukkan ke dalam Rencana Kerja tahunan. Rencana
Kerja Tahunan ini disusun disetiap masing-masing jabatan secara normatif.
Institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap bidang perencanaan ini akan
mengAnalisis ketepatan proses Rencana Kerja melalui kebijakan umum.

Institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap bidang keuangan akan
mengamati ketepatan Rencana Kerja dalam mengutamakan anggaran

RAPB atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja akan diusulkan oleh
pemimpin daerah sebagai jabatan tertinggi kepada institusi Legislatif untuk

membahas agar mendapatkan persetujuan.

Susunan dalam penyusunan sampai ditetapkannya APBD adalah sebagai berikut :

1.

Mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diberbagai
tingkat dari tingkat Desa, Kelurahan, kecamatan, dan tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)/ para Menteri/lembaga di sekitaran bulan Januati
hingga Maret dari periode sebelumnya sampai periode yang akan
datang/direncanakan.

Setelah mendapatkan hasil dari Musrenbang tersebut berupa RKPP dan

kemudian akan melaksanakan musrenbang untuk RKPD.
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Penentuan dokumen RKPP/RKPD akan dilaksanakan pada bulan Mei
diperiode sebelumnya dari periode yang akan direncanakan.

Melakukan penggarapan pada rancangan dokumen Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibulan juni
periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan direncanakan.
Selanjutnya KUA dan PPAS ini akan dibahas oleh DPR atau DPRD dibulan
Oktober periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan
direncanakan.

Kemudian melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Pemerintah Daerah. RKA-Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( RKA-SKPD)

Menyusun Rancangan Peraturan APBN/APBD:

Pemimpin Pusat (Presiden) atau Kepala Daerah memberitahukan rancangan
peraturan tentang APBN/APBD dengan lampiran-lampirannya kepada DPR
atau DPRD. Diserahkan paling lama sebelum masuk minggu kedua dibulan
Oktober periode anggaran sebelumnya dari periode yang direncanakan.
Penyerahan ini guna untuk mendapatkan persetujuan.

Mengambil keputusan secara betsama-sama DPR/DPD dan Presiden atau
Kepala daera untuk rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dilaksanakan
selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masuk periode anggaran yang berkaitan
untuk dilaksanakan.

Keputusan yang diambil secara bersama, sebagaimana Presiden atau kepala
daerah menyiapkan rancangan peraturan tentang penjabaran APBN atau APBD
Memberitahukan rancangan peraturan diikuti dengan nota keuangan

Jika Presiden atau kepala daerah atau pemimpin DPR/DPD tidak bisa
menghadiri maka pejabat yang menggantikan ditetapkan sebagai pejabat yang
memiliki kewenangan sebagai pimpinan sementara inilah yang akan
menandatangani persetujuan bersama.

Dokumen yang telah disepakati/disetujui secara bersama antara presiden atau
kepala daerah dan DPR atau DPD disahkan paling lambat bulan November

periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan direncanakan.
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9. APBN atau APBD yang telah direncanakan paling lambat ditetapkan di bulan
Desember periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan
direncanakan.

2.2.4.3 Sumber Pendapatan Daerah

Dasar-dasar dalam pendanaan Peraturan daerah:

(a) Mengelola urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan Desentralisasi
didanai APBD.

(b) Mengelola urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh gubernur dalam
melaksanakan dekonsentrasi didanai APBN.

(c) Pengelolaan urusan pemerintahan dilakukan oleh gubernur untuk melaksanakan
tugas didanai APBN.

(d) Melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan dekonsentrasi dan/atau
pengusaha untuk melaksanakan tugas pembantu dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah ditkuti dengan pemberian dana.

(¢) Sumber penerimaan daerah yang tertera dalam (Pemerintah Pusat, t.t.g)
Penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari atas Pendapatan

Daerah dan Pembiayaan.

Dalam melibatkan kekuasaannya, keuangan daerah memiliki sumber
pendapatan yang dikelola kepala daerah di mana segala kekuasaan dilimpahkan kepada
perangkat daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pemasukan daerah dalam
pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber-
sumber yang terdapat dalam pendapatan daerah, diperoleh dari (a) PAD, Pendapatan
Asli Daerah; (b) Daper, dana Perimbangan; (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.
Sedangkan Pembiayaan yang sebagaimana disebutkan di atas diperoleh dari (a) sisa
lebih dari perhitungan anggaran; (b) pinjaman daerah; (c) Dana Cadangan; (d) hasil dari
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2.4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Diperoleh dari (a) Pajak daerah; (b) retribusi
daerah; (c) bersumber dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan (d) lain-lain

pendapatan yang sah. Sebagaimana yang dimaksudkan dari lain-lain PAD yang sah
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adalah: (b) jasa giro; (b) hasil dari penjualan kekayaan daerah yang telah dipisahkan; (c)
pendapatan bunga; (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing:
dan (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai dampak dari

penjualan/penggadaan barang atau jasa oleh peraturan daerah.

Pada Peraturan UU nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa PAD
didapatkan dari :

1. Pajak, Ada beberapa jenis pajak daerah yang berlaku untuk kabupaten atau kota
Kadjatmiko (2002) yaitu: pajak hiburan, pajak restoran, pajak

2. Retribusi, Retribusi daerah adalah pengambilan biaya atau pungutan kepada badan
kepala pemerintahan daerah maupun orang memiliki pengaruh terhadap
pemerintahan daerah dalam memberikan jasa pelayanan/perizinan tertentu
sehingga bisa dirasakan oleh penyetoran retribusi. Retribusi daerah ini dijelaskan
dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 di mana setiap retribusi atau
pembayaran jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ini akan digunakan
untuk kepentingan pribadi atau kalangan tertentu. Ada beberapa jenis pendapatan
retribusi daerah kabupaten atau kota yang masuk dalam objek pendapatan meliputi
(a) Retribusi pelayanan pasar; (b) Retribusi pelayanan parkir ditempat jalan umum;
(c) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir; (d) Retribusi jasa usaha pasar
pertokoan maupun grosiran; (e¢) Retribusi jasa usaha perhotelan/penyewaan
kamar/villa/apartment. (f) Retribusi tempat usaha rekreasi atau wisata dan
olahraga

3. Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
Output ini dihasilkan dari pengelolaan kekayaan pemerintah daerah yang
dipisahkan ini didapatkan kan dari pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah (APBD). Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan bersumber
dari (a) Laba dati penyertaan modal oleh perusahaan milik daerah/BUMD; (b)
Laba yang diperoleh darti penyertaan modal perusahaan milik pemetintah/BUMN;
(c) Laba yang bersumber dari penyertaan modal perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha milik masyarakat.

4. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
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Jenis ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah tetapi penganggaran
ini yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil
pengelolaan daerah yang dipisahkan.

Lain-Lain PAD ini mencakup:

1) Nilai Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan

2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

5) Penerimaan komisi

6) Potongan

7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

8) Bagi hasil, pengurangan nilai jual maupun bentuk lain-lain yang didapatkan melalui
penjualan ataupun saat pemerintah daerah melakukan pengadaan barang dan jasa.

2.2.4.3.2 Dana Perimbangan

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengatakan, “Dana Perimbangan
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” dana ini
ditujukan untuk meminimalisir kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah maupun pemerintah daerah antar pemerintah daerah. Dapat
bersumber dari (a) DBH, Dana Bagi Hasil; (b) DAU, Dana Alokasi Umum; (c) Dana
Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana ini diperoleh dari pajak dan SDA, Sumber Daya Alam. Dana yang
dimaksudkan adalah : (a) Pajak Bumi dan bangunan; (b) Pajak yang diperoleh dari hak
atas tanah dan bangunan; (c) pajak penghasilan. Tertera di dalam pasal 25 dan pasal 29
wajib pajak bagi orang pribadi dalam negeri dan pph Pasal 21. Dana bagi hasil yang
diperoleh dari sumber daya alam adalah: (a)kehutanan; (pertambangan umum; (c)

perikanan; (d) pertambangan minyak bumi gas, dan panas bumi.

1. Dana Alokasi Umum
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DAU merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang dibagikan untuk
memenuhi kebutuhan pemerataan kesanggupan keuangan antar daerah dan mendanai
kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Aspek-aspek yang ada di
dalam DAU ini di mana penataan dan perhitungannya didasari oleh undang-undang.
(a) Seluruh DAU ditentukan sekurang-kurangnya 26% dari total pemasukan dalam
negeri neto yang termasuk dalam APBN; (b) Dana alokasi umum yang ada di daerah
dibagikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan
fiskal yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar tersebut dihitung
berdasarkan jumlah Gaji PNS daerah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAU)

DAU ini merupakan dana yang diperoleh dari pendapatan APBN kemudian
dibagikan kepada daerah-daerah tertentu bertujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus berhubungan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

2.2.4.3.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini diadakan karena untuk
menganggarkan pemasukan daerah yang bukan termasuk dalam jenis pajak daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan retribusi daerah. Lain-lain pendapatan yang
sah merupakan pendapatan-pendapatan yang bukan termasuk ke dalam macam-
macam daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah, serta pendapatan dari dinas-
dinas.

PAD yang sah, diadakan untuk mendanai penerimaan daerah yang bukan
masuk ke dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Dana yang
dihasilkan ini juga dihasilkan dari penerimaan daerah bersumber dari lain-lain milik
pemerintah daerah. Yang termasuk ke dalam lain-lain pendapatan sah daerah
menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah : (a) penghasilan dari
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga;
(d) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ( keuntungan); (¢) komisi atau
potongan yang bersumber dari penjualan, pengadaan barang atau jasa oleh

pemerintah.
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Menurut perincian dari objek pendapatan, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan bersumber dari: (a) penghasilan baik dari tunai maupun
angsuran/ cicilan berasal dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b)
jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) pemasukan dari ganti kerugian daerah; (e)
pemasukan yang bersumber dari potongan atau penjualan atau pengadaan barang
maupun jasa oleh daerah; (f) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (keuntungan
); (2) denda yang diperoleh dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (h) denda dari
pajak dan denda retribusi; (i) hasil eksekusi atas jaminan; (j) fasilitas sosial maupun
umum; (j) pendapatan yang diperoleh saat menyelenggarakan kegiatan pendidikan

maupun pelatihan; (k) penghasilan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

2.2.4.4 Belanja Daerah
Belanja merupakan pengeluaran daerah yang dikelola oleh bendahara
umum daerah dengan mengurangi saldo anggaran lebih dari tahun anggaran
bersangkutan di mana, anggaran tersebut tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah. Belanja ini kiranya digunakan untuk memudahkan
kewajaran biaya dalam suatu program. Belanja terdiri dari dua kelompok :

1. Belanja tidak langsung, urusan wajib bagi daerah dalam mengatur aktivitas yang
ada pada daerah tersebut. Belanja tidak langsung terdiri dari : (1) Belanja
pegawai (gaji atau tunjangan); (2) belanja bunga; (3) belanja subsidi; (4) Belanja
hibah; (5) belanja bagi hasil; (6) bantuan keuangan (7) belanja tidak terduga; (8)
belanja bantuan sosial.

2. Belanja langsung, pengeluaran yang tergolong untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari yang bermanfaat dalam waktu pendek. Belanja langsung ini terdiri
dari: (1) belanja pegawai (honot/upah); (2) belanja barang dan jasa; (3) belanja
modal.

2.2.4.5 Prinsip-prinsip keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki prinsip-prinsip yang di mana
prinsip tersebut harus secara tertib dilaksanakan, taat dalam aturan yang ada,
dilakukan secara efisiensi, ekonomis, efektif, serta bertanggung jawab dengan
berpedoman terhadap asas keadilan, kepatutan, serta manfaatnya bagi masyarakat

juga harus diperhatikan. Sistem untuk mengelola keuangan daerah harus secara
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integrasi yang di mana sistem ini diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan daerah.

Ada empat prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

a. Prinsip Kemandirian
Kemampuan daerah dalam meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat merupakan tujuan utama dalam prinsip ini. Pemerintah
daerah diwajibkan mandiri dalam usahanya meningkatkan sumber-sumber
pendapatan asli daerah. Dengan kemandirian ini diharapkan mampu untuk
meningkatkan produksi daerah sehingga berdampak untuk masyarakatnya.

b. Prioritas
Pemerintah daerah harus bisa melihat bagaimana kondisi dan situasi daerahnya
di mana harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, prinsip ini dijadikan
prinsip utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya.

c. Disiplin Anggaran
Anggaran yang akan digunakan dalam pengelolaan harus disesuaikan
berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Prinsip ini ditujukan supaya
apa yang telah ditentukan dan diundang-undangkan (peraturan daerah) dapat
terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi
Efisiensi adalah keseluruhan pendapatan yang digunakan oleh pemerintah bisa
dioptimalkan secara baik dan benar. Efektivitas adalah tercapainya hasil akhir
atau target yang ingin dicapai sebelumnya telah ditetapkan, sedangkan ekonomis
adalah cara penghematan biaya yang digunakan guna untuk memperoleh
pendapatan.
Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru (2010) juga memuat prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan daerah yang di mana ini diperlukan untuk mengontrol
keuangan daerah:
a. Akuntabilitas

Setiap pengambilan keputusan pemerintah daerah diwajibkan harus selalu

berperilaku yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Dengan

kebijakan yang dimiliki pemerintah ini harus memiliki sikap yang sesuai dan
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Amanah sehingga hasil dari pengelolaan pemerintah daerah ini bisa dirasakan
oleh masyarakat. Jika pengelolaan keuangan memiliki akuntabilitas yang lemah
maka akan berdampak pada lemahnya tata kelola keuangan daerah tersebut.
Lemahnya akuntabilitas ini akan menciptakan korupsi sistemik. Untuk
menghindari korupsi tersebut, sudah jelas bahwa menciptakan akuntabilitas yang
baik sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah harus wajib
memberikan informasi sebagai hak-hak publik. Hak-hak publik ini, yaitu:
1. Hak publik untuk mengetahui informasi laporan keuangan daerah (right o
know)
2. Right to be informed, Hak semua masyarakat untuk diberikan informasi
laporan keuangan.
3. Right to be heard and to be listened, hak masyarakat untuk didengarkan
aspirasionya.

Adanya akuntabilitas publik ini pemerintah daerah dituntut bukan
hanya sekedar memberikan akuntabilitas vertikal atau hanya memberikan
informasi kepada pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga harus
melaksanakan akuntabilitas horizontal yaitu memberikan laporan keuangan
kepada DPRD dan masyarakat luas.

b.  Value of money

Value of money merupakan sebuah indikasi untuk menuju
keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.
Dengan adanya keberhasilan ini maka akan ada peningkatan pelayanan
serta kesejahteraan masyarakatnya yang akan membaik, terciptanya
keadilan dan pemerataan pembangunan, kehidupan demokrasi yang lebih
baik diikuti semakin majunya daerah tersebut. Selain itu, terdapatnya
hubungan yang baik antara pusat dengan daerah maupun hubungan antar
daerah. Dari segi otonomi daerah, value of money dijadikan sebagai
jembatan yang berguna untuk menghantarkan pemerintah daerah
mencapai good governance.

c. Probity (Kejujuran dalam Mengelola Keuangan)
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Memiliki kejujuran dalam mengelola keuangan. Kejujuran yang tinggi
dalam mengelola keuangan ini harus dimiliki oleh staf-staf yang bekerja.
Dengan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

Laporan Keuangan untuk Transparansi

Pada era sekarang ini masyarakat kita boleh dan sah untuk

mengetahui keterbukaan informasi tentang keuangan. Apalagi di zaman
sekarang dengan teknologi yang semakin canggih memudahkan untuk
berkomunikasi dan mencari informasi. Semakin mudahnya masyarakat
untuk mendapatkan berbagai macam informasi dengan cepat.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dilakukan secara
terbuka supaya masyarakat dan DPRD bisa selalu mengawasi setiap
pergerakannya. Keterbukaan ini akan menyebabkan adanya horigontal
acconntability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga
menciptakan pemerintah yang bersih dari penggelapan dana, efisien,
efektif, akuntabel untuk kepentingan masyarakatnya.

Informasi Transparansi yang didapatkan secara aktual dan faktual
oleh masyarakat ini bisa digunakan masyarakat untuk :

1. Melihat perbandingan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan
kinerja keuangan yang direncanakan ( anggaran vs realisasi)

2. Bisa menilai apakah ada unsur korupsi atau manipulasi anggaran yang
telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan anggaran
tersebut.

3. Bisa menilai tingkat perekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam
pelaksanaan program anggaran.

4. Masyarakat bisa menentukan tingkat kepatuhannya terhadap
peraturan-peraturan pemerintah. Semakin baik dan tepatnya
pengelolaan anggaran masyarakat pun akan semakin percaya.
Terciptanya kepercayaan tersebut memuat masyarakat pun akan
mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

5. Masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing
perangkat kerja daerah, kewajiban pemerintah daerah terhadap

masyarakat atau dengan pihak-pihak lainnya yang berkaitan.
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e. Laporan keuangan untuk Pengadilan

Aturan untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang
disebut dengan APBD wajib untuk sering dievaluasi, yaitu dengan cara
dibandingkan antara yang dianggarkan dengan apa yang akan terjadi dan apa
yang sudah tercapai selama ini. Hal ini bertujuan agar APBD senantiasa bisa
dikontrol dan dikendalikan, apabila terjadi penyimpangan bisa segera diketahui
sehingga bisa diambil langkah-langkah pencegahan supaya tidak terulang serta

tidak terdapat kebocoran anggaran.

2.2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini sudah sudah sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti
tetapkan, dimana peneliti akan menganalisis tentang analisis pengelolaan keuangan
daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau
anggaran tahun 2011-2021. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti

menggambarkan kerangka penelitian supaya bisa dilakukan dengan mudah dan terarah,

kerangka tersebut sebagai berikut:

Provinsi

—| DI Kepri | (mm—

Laporan Keuangan Daerah

Rasio Keuangan

KEM EFK EFS DSN

A 4

Kinerja Keuangan

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
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Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang
dalam landasan teori, pada dasarnya kerangka berfikir merupakan gambaran sistematis
dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian

masalah yang ditetapkan.

Menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemeirntah daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau. Proses penelitian ini
menjelaskan tentang bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah menggunakan
laporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya akan diukur menggunakan rasio
keuangan. Pertama menggunakan rasio kemandirian menghitung besarnya jumlah
PAD terhadap jumlah dana perimbangan. Kedua, menggunakan rasio efektivitas, rasio
ini dihitung dengan cara membandingkan kemampuan daerah dalam merealisasikan
PAD dengan target yang ditetapkan. Ketiga, rasio efisiensi, rasio ini menggambarkan
perbandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Terakhir,
rasio derajat desentralisasi, membandingkan antara PAD dengan total pendapatan

daerah.

2.2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan studi yang telah dipelajari serta dasar teori sebagai acuan melalui
penelitian ini, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga adanya perbedaan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari rasio kemandirian.

H2 : Diduga adanya perbedaan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari rasio efektivitas.

H3 : diduga adanya perbedaan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Provinsi kepulauan Riau, dilihat dari rasio efisiensi.

H4 : Diduga adanya perbedaan kinerja keuangan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari derajat desentralisasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

31 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang di mana
data ini berbentuk laporan keuangan daerah. Baik data yang ada di dalam buku maupun
dari sumber-sumber lainnya. Data sekunder ini berbentuk Laporan Anggaran
Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta periode 2011-2021. Data sekunder adalah data yang telah diolah
dari data primer baik data tersebut dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, dan
lain sebagainya. Data ini diambil melalui web Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan Kementerian Keuangan dan kemudian data ini diolah menggunakan Excel.

a) Data PAD Pendapatan Asli Daerah periode anggaran 2011-2021 provinsi DI
Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari DJPK.

b) Data gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2021. (BPS)

c) Data Anggaran APBD Daerah Istimewa Yogyakarta periode anggaran 2011-2021.
(DJPK Yogyakarta)

d) Data Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2011-2021.
(DJPK Kepri)

e) Data anggaran yang terealisasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode
anggaran 2011-2021. (DJPK Yogyakarta)

f)  Data anggaran yang direalisasikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2011-
2021. (DJPK Kepri)

3.2 Definisi Operasional dan Variabel Data

Untuk melihat kondisi keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta peneliti
menggunakan beberapa indikator-indikator serta variabelnya. Definisi-definisi setiap

variabel tersebut, sebagai berikut :

32



3.2.1 Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan untuk melihat pengoperasioan anggaran daerah tanpa
adanya bantuan dari luar. Jika ketergantungan tersebut makin rendah maka tingkat
kemandirian daerah tersebut makin baik.

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian = x 100%

dana Perimbangan

Tabel 3.1 Pengukuran Rasio Kemandirian

Kemampuan Kemandirian (%) | Pola Hubungan
Rendah sekali | 0-20 Instruktif
Rendah 25-5 Konsultatif
Sedang 50-75 Partisipatif
Tinggi 75-100 Delegatif

Sumber: Irwan Taufiq Ritonga, (2014)

3.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio ini dipakai untuk mengAnalisis kinerja realisasi dengan target yang
ditetapkan dengan potensi di setiap daerahnya. Jika rasio efisiensi ini semakin tinggi
maka kinerja keuangan daerah tersebut dalam mengendalikan keuangannya semakin

efektif.

Realisasi PAD
Target PAD

Rasio Efektivitas = x100%

Tabel 3.2 Pengukuran Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%) Kriteria

>100 Sangat Efektif
100 Efektif

90-99 Cukup

75-89 Kurang

<75 Tidak Efektif

Sumber: Windhu Putra, (2018)
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3.2.3 Rasio Efisiensi

Untuk melihat besarnya rasio efisiensi maka, menggunakan biaya keluar dengan
realisasi pendapatan APBD. Semakin kecil persenan (<10%) semakin efisien juga
kinerja keuangan daerah tersebut.

realisasi Pengeluaran Belanja

Rasio Efisiensi = 1009
asio Efisienst realisasi Pendapatan daerah * &

Tabel 3.3 Ukuran Penilaian Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi (%0) Kemampuan Daerah
>100% Tidak efisien
90%-100% Kurang

80%-90% Cukup

60%-80% Efisien

<60% Sangat efisien

Sumber: Windhu Putra (2018)
3.2.4 Derajat Desentralisasi

Seberapa besar kekuatan penghasilan asli daerah (PAD) pada realisasi
pendapatan dilihat dari derajat desentralisasi. Tingginya kontribusi PAD maka semakin
tinggi juga rasio desentralisasi yang diperoleh pemerintah daerah

Realisasi PAD
Rasio Desentralisasi = - - x 100
Realisasi Pendapatan

Tabel 3.4 Pengukuran Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi (%0) Kriteria
0.00-10.00 Sangat Kurang
10.01-20.00 Kurang
20.01-30.00 Sedang
30.01-40.00 Cukup
40.01-50.00 Baik

>50.00 Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2019)
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3.3 Metode Analisis
3.3.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode Analisis yang peneliti pakai adalah metode Analisis deskriptif. Metode
ini merupakan metode dengan menganalisis data anggaran pemerintah daerah.
Memiliki empat variabel yang akan dipakai untuk Analisis deskriptif ini yaitu: rasio
kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi. data yang telah
diolah tersebut kemudian akan diinterpretasikan supaya data ini mudah dibaca dan

dipahami(Mukhtar, 2013)
3.3.2 Metode Analisis kuantitatif

Analisis Deskriptif dalam penelitian ini juga menggunakan metode Analisis
kuantitatif guna untuk melihat kualitas dari keempat. yaitu; rasio kemandirian, rasio
Efektivitas, rasio Efisiensi, dan derajat Desentralisasi. Penelitian ini, peneliti
menggunakan metode Analisis independent-Sample T-test atau biasanya disebut juga
dengan Uji-T. independent- Sample T-test adalah suatu metode dengan melihat perbedaan
antara dua sampel, maka sebab itu, kedua sampel tersebut akan memiliki dua
kemungkinan yaitu perbedaan yang signifikan dan perbedaan yang tidak signifikan
(Sugiyono, 2019)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test adalah :

1. Nilai sig. (2-tailed) < 0,05 % maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya,
terdapatnya perbedaan yang signifikan rata-rata hasil dari kinerja keuangan daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Dan sebaliknya.

2. Jika Nilai Sig. (2-Tailed) > 0,05 % artinya H1 ditolak dan HO diterima. Maka,
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata

kinerja antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepulauan Riau.
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BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat perbandingan kinerja
keuangan daerah antara provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau periode
2011-2021. Data sekunder yang didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan
Keuangae digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian Data ini bersifat
data skunder menggunakan data panel dengan time series tahun 2011-2021 dan cross
section Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio
efisiensi, dan derajat desentralisasi. Analisis ini menggunakan komputer spss 26 untuk

mendukung hipotesis penelitian.

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Analisis Rasio Keuangan

4.2.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan
suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Rasio ini dihasilkan dari
perhitungan antara pendapatan asli daerah dengan Dana yang bersumber dari Transfer
oleh pusat atau disebut juga dengan dana perimbangan. Berikut ini diperoleh hasil
perhitungan rasio kemandirian:

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021

Kemandirian

Tahun Realisasi PAD Realisasi Daper (%) Keterangan
2011 620,901,423,130.64 | 1,246,904,169,699.00 | 49.80 rendah
2012 723,053,960,334.89 | 1,594,446,909,004.00 | 45.35 rendah
2013 907,982,180,251.02 | 1,753,710,493,429.00 | 51.77 sedang
2014 1,070,208,288,698.16 | 1,664,959,883,176.00 | 64.28 sedang
2015 1,013,226,321,363.58 | 1,246,121,773,175.00 | 81.31 tingoi
2016 1,079,309,741,998.68 | 1,464,904,579,643.00 | 73.68 tingoi
2017 1,094,788,614,303.54 | 2,156,268,926,